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BUPATtt KVTAI KARTANEGARA,

レle_r.11壌bangi a.bahwa untuk l途 enindaklattuti ketentuan dalattl Pasal,avat
(2)Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegal'a Nomor 15
Tahun 201l tentang Usaha Perikanan dan dalam rangka
meiaksanakan   tertib   adlrlinistrasi   dengan   tanpa
塾engesattpinghan t■ lttbuhtt」 a pel■ g■lsaha―pengusaha kecil
dibidang perikanan yang sedang merintis, perlu dibuat
attlran inengenai llkllran k‐ apal dan luas areal18hal■ pcrikal■an;

怒.bahiva berdattarkan pertil詮 bangan ttebagainlana dillnakstld
pada huruf a diatas, perlu ttell‐ lbentじ k Peratttran Bupati
tentang Ukuran Kapal dan L■ las Areal Lahan Perikanan.

レ【engingat i l´ Pasal i6 A手,at(6),Undang― Undang Dasar Republik lndonesia
Tahtln 1 945;

2.Undangtt」 ndang Nomor 27 Tallun 1959 tental■ g Penetapan
Unttang―¥塗dang Darurat No盤 or 3 T轟 翌換 19幕8 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat il di KalimantaA (Lernbaran
NegaFa Tahun 1953 Nomor 9)sebagai undang―Undang,
(l£ mbaran■ Negara Rcptlblik lndonesia Tahun 1959 NOmOr 72,
電ゝ 難bahan be撃輸baran Negara No難 or i3壁◎)1

3.Undang― Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lernbaral■  Negal・a Republik I■ donesia Tahtln 2004 Nomor
l18,Tattbahan l■Ittbaran Ne3ara RCpublik l■dOnesia NO盤。r
4433)sebagailttana telah diubah dengan Undang― Undang
Nomor 45 Tahlln 2009 tentang Perubahan Atas undang―
Undang Nomor 31 Tal■ un 2004 tentang Pe麗kanan(Iノerl■ baran
Negara Republik lndOttesia Tahun 2009  NO聾 Or  l辱 4.
Tambahan Lerrlbai｀ an Negara Republik lndOnesia NomOr
5073);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 7551l Kalimantan ttimur

Telp.661031,661029,662088 Fax.(0541)661094



だ ヽ

4.Undang― Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Perklerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndOnesia
Tahun 2004 No盤 or 125, Tambahan Lel鶴baran Negara
Republik lndonesia NorFlor 4437)sebagailnana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang― Undang Nornor 12
Tahun 2008 tentang Pertlbahan Kedua Atas Undang― Undang
Norl■or 32 Tahul■  2004 tentang Pemeintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahall Lembal・an Negara Republik lndOnesia Norrlor
4844);

5.Undang― Undang  Nomol｀   12  Tahun  201l  tentang
Peinbentukan Peraturan Perundang― undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 201l Nornor 82,Tarnbahan
Lettbaran Negara Republik lndoncsia NomOr 5念 34);

6.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15
Tahun 201l tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Kutai
Kattanegara(belllballall Dacrah Kabupaten Kutai Kananegara
Tahun 2004 Nomor 125).

―
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MENETAPKAN:PERATURAN BUPATI TENTANG UKURAN KAPAIr DAN
LUAttARBAL LAXm PttKmANe

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalain Peraturan Btlpati it■ i yang diΠlakstld dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2,Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
seしagai unsur penyelenggara Petterir.tahan]DaeFah.

3.Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4.Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Ktltai Kartanegara.

5.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan penge101aan dan pernanfaatan sumberdaya ikan
dan lingkunganl■ ya rl■ulai dal‐i pra produksi, prodtlksi,
pengolahan sampai dengan pemasaran,yang dilaksanakan
dalam suatu sistenl bisnis perikanan.

6.Ikan adalah segala jenis Organismc yang seluruh ataa
sebagiall  sikltls hidupnya berada dalan■  lingkungan
peralran.



7.Gttss ttοξlttαJθ Selatt■ ltnya disingttat OT adalah satuan
volunle kapal.

8.Usaha perikanan adalah semua usaha perOrangan atau
badan hukum untllk ll■ enangkap attu mett■ budidayaltran
ikan  terlnasuk  ltregiatal■  menyilnpan,  mendinginkan,
mernungut  atau  mengarahkan  ikan  untuk  tlttLlal■
korllersial.

9,Perusahaan pe亜kanan lndonesuし a4alah perusahaan yang
rnelakukan usaha perikanal■  dan dilakukan Oleh warga
negara Republik lndonesia atau badan hukurn indonesia.

10.Kapal Perikanan adalall ka13al,lperallu atau alat apung laま■
yang digullakan unt■ lk melakukan pel■ al■gkapan ikan,
mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidttaan
ikan, pengangkLltan ikan, pengelohan ikan, pelatihan
pettkanan dan penelitiarlブ ekSplorasi perikanan、

11.Kapal penangkap ikan aclalah kapal yang secara khtlstls
dipergunakan   tlntuk  menangkap   ikan   termasuk
menampttng,   盤cnylね pa爆 ,   mendinginkan   atau
mengawetkan.

12.Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang rnerniliki palkah
dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut,
mcrnuat,  menaIIlpung,  mengurllpulkan,  Inenyirl■ pan,
rltendinginkan,  dan/atau  mengaぃ ′etkan  ikan  yang
berukural1 5 GT sampai dengan 10 GT.

13,Perahu adalah ttat apung yang diperguttakan untuk
rnelakukan  penangk‐apan  ikan,  Illllendtlkung  Operasi
penangkapan ikarl, pembudidayaan ikal■ , pengangkutan
ikan,  pelatihan  perikanan  dan  penelitian/ekp10rasi
perilほnan dengan ttdak rnenggunakan lnotor penggerak.

14.Pengujian fisik kapal atau pengujian krapal perikanan
adalah  segala  kegiatan  penilikan  atau  pengukuran
terhadap besaran,」 eniS, 嗅pe dan ttettin kapal tettnastlk
peralatan bantu dan alat pellangkapan ikan yang akan
digtlnakan tlntuk ttsaha perikanan,

15,Surat lzin Usaha Perikanan yang selo_■ ]lltnya di〔菫ngkat
SIUP adalah izin terttliis vang harus dilniliki pertlsahaan
perikanan untuk rnelakukan usaha perikanan dengan
rklellggunakatt sarana pFOdukSi yang tercantuFll dalam izin
tersebut,

16.Surat Perintah Pembavaran, yang selan」 utnya disingkat
SPP adalah surat yang diterbitkan oleh Bttpati atau pttabat
yang dituttuk yang berisikan nilai nonlinal yang harus
dibttarkan oieh setiap orarlg sesuai Surat Setoran Bukan
Pttak(SSBP).

17.Pul■gutan Hasil Perikanan, yal■ g selattutn_l‐ a disingkat
PHP, adalah punguね n negara yang dikenakan kepada
setiap oral■ g dalam rangka lneFnper01eh SIPI.
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18.Ukuran Kapal adak重■ scbttah kettrangan yang berisi
tentang lLlasan terhadap stlatu kapal tertentu yang
dilakukan oleh dinas.

19,Luas Areal Lallan atau peFairan adalah sebuah keterangalll
yang berisi tentang luasan areal lahan atau perairan yang
dilakukan olch dil■ as.

BA3 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa1 2

Per3_tu_ran ini diinaksudkan sebagai pedottan dalam
mengklasifikasi ukuran kapal dan luas areal lahan
pcrikalnan,

Tlttuan da量 _peraturan ini untuk:

a.Inemberikan kesernpatan bagi usaha perikanan baik
yang berskala rl■ ikro lnaupun kecil;dan

b.memt_le量 kan  battsan  yang 」elas  antara  tlsaha
perikanan yang、、ralib SIUP dengan yang tidak walib

SIUP.

BAB ilI
RUANG LINGKUP

Pasa1 3

RT_tang ttngkup Peraturan ini mellputi ukurarl kapal dan
luasan areal lahan atatl perairan_lr‐ ang tidak、 lFajib SIUP.

BAB IV
KLASIFIKASI UKURAN ttPAL

Pasa1 4

UkurarD kapal ditetapkan berttasarkan ha墨 1l uk■lr kapal
yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ukuran kapal yang digunakan dalarn penangkapan
dan/attu l・ enganghutan ikan berukuran dibawah 5(lima)
GT yang dirl■iliki l(sattl)Orang.

(2)
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BAB V
LUAS AREAL LAHAN PEMBUDIDAYAAN

Pasa1 5

(1)Pemb■ldidayaa_ll ikan tti aiF tallFar yang dilakukall oleh
pelnbudidaya ikan di kolam air tenang dengan kriteria
areal lahan sebagai berikuti

a.pembenihatt dengatt areal lahan tidak lebih dari O,75
hektar;

b.pernbesaran dengan areallahan di:

1.kolanl air tenang tidak lebih dari 2(dua)hektar;

2.kolarn air deras tidak lebih dari 5(lima)unit dengan
ketentuan l tlnit=100 rn2;

3.keramba jaring ttpung tidak lebib dari 4(empat)ulllit
dengan ketentuan i unit=4x(7x7x2,51n3);dan

4.kerarrlba tidak leじ ih dari 50(lima puluh)l■ ■it dengan
ketentuan l unit=4x2xl,5 rn3.

(2)Pembudidavaan ikan di air pavau yang dilakukan oleh
perrlbudidaya ikan dengal■  areal lahan dengan k五 teria
sebagai berikuti

a.pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari O,5
hektar;dan

b.pembesaran dengan areallahan tidak lebih dari 5(lima)
hektar.

(3)恥趣budidayaan ikatt di laut yang ttilakukan oleh
perrlbudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan
dengan kriteria sebagai berikut:

a.pembenihai. dengan areal lahan tidak lebih dari O,5
hektari

b.pembesaran i

l.ikan bersirip:

a)kerapu bebek/tikrus dengan menggunakan tidak
lebih dari 2 (dua)unit keFal■ ba jaring apung,
dengan ketellltuan l unit=4 kantong ukuran 3 x 3
x3 爾13/kantOng, kepadatan anttra 300-500 ekor
per kantong;

b)kerapu lainnya dengan rnenggunaka■  tidak lebih
dari 4 (eFllpat}unit keramba Jari■ g apung,det■ gan
ketentuan l tlnit=4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 1113

/kantOngヵ  kepadatan antara 300-500 ekor per
kantong;
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b.II_■ enettpall  bagi  nclavan  dan  pembudidaya  kecil
berdasarkan  perattlran  ini  untuk dikecualikan dari
ke、vttJlban rnerniliki SIUP.

Pe_returan  Bupati
diundangkan.

BAB VII
PENUTUP

Pasa1 7

ini  mulai  berlaku pada  tanggal

Agar  setiap  Orang  mengetahuinya,   merne五ntahkan
pel■gtlndangan Perattlratt Bupati ini dengan penempatann_3‐a
dalaIII Berita Daerall Kabupaten Kutai Kartanegara,

Ditetapkan di TenggarOng
pada tanggm 28」anllar1 20 14

BUPATI XUTAI XARTANEGARA

Diundangkan di Tenggarong
pada tangga1 29 Januan 2014
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